Pelayanan Publik

A. Pendahuluan

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, ia
tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk
melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan
setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan
kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama ( Rasyid 1998 : 139),
karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab
untuk memberikan layanan publik yang baik dan profisional. Dengan
demikian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata
cara yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan
pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan
korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap
warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia
mensahkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.

Menurut UU No 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang
Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik
serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Dalam ruang lingkup tsb, termasuk pendidikan,
pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan
informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi,
perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor
strategis lainnya. (Pasal 5 UU No 25 Tahun 2009)



Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk
Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan
badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan
pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi
penyelenggara  bertanggung jawab atas ketidakmampuan,
pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan
publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan
menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai
tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-
masing.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan
Publik tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor
96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik. PermenPANRB tentang Pedoman
Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari PermenPANRB Nomor 36
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan
Penerapan Standar Pelayanan. Revisi peraturan ini perlu dilakukan
karena dipandang peraturan yang sebelumnya kurang sesuai dengan
pekembangan teknologi informasi yang semakin banyak dipergunakan
sebagai sarana penunjang pelayanan, serta untuk mempermudah
proses penyusunan, dan meningkatkan kemandirian unit pelayanan
dalam penyusunan Standar Pelayanan.

Karakteristik pelayanan umum menurut SK MENPAN No.
81/1993 memuat pedoman dasar bagi tata laksana pelayanan umum
oleh Lembaga pemerintah pada masyarakat. Semua layanan umum
diharapkan dapat mengandung unsur-unsur :

a. Kesederhanaan :
pelayanan umum harus mudah, cepat, lancar tidak berbelit-belit,
mudah dipahani, dan mudah dilaksanakan;

b. Kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur pelayanan,
persyaratan pelayanan, unit dan pejabat yang bertanggung jawab,
hak dan kewajiban petugas maupun pelanggan dan pejabat yang
menangani keluhan;



c. Keamanan proses dan hasil pelayanan harus aman dan nyaman,
serta memberikan kepastian hukum;

d. Keterbukaan:
segala sesuatu tentang proses pelayanan harus disampaikan secara
terbuka kepada masyarakat, diminta maupun tidak diminta;

e. Efesien tidak perlu terjadi duplikasi persyaratan oleh beberapa
pelayanan sekaligus;

f. Ekonomis biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan
mempertimbngkan nilai layanan, daya beli masyarakat dan
peraturan perungdangan lainya.

B. Pengertian Pelayanan Publik Menurut Ahli

Pengertian Pelayanan Publik adalah segala kegiatan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, dalam pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan pelayanan
publik yang efisien dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi
dan efektif akan mendukung tercapainya efisiensi pembiayaan, artinya
ketika pelayanan umum yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan
kepada pihak yang dilayani berjalan sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya atau mekanisme atau prosedurnya tidak berbelit-belit,
akan mengurangi biaya atau beban bagi pihak pemberi pelayanan dan
juga penerima pelayanan.

Penyelenggara Pelayanan Publik adalah instansi pemerintah
yang terbagi ke dalam unit-unit pelayanan yang secara langsung
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran keberhasilan
pelayanan akan tergambar pada indeks kepuasan masyarakat yang
diterima oleh para penerima pelayanan berdasarkan harapan dan
kebutuhan mereka yang sebenarnya. Namun sebenarnya pelayanan
publik dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau diserahkan
kepada swasta apabila memang dipandang lebih efektif dan sepanjang
mampu memberikan kepuasan maksimal kepada masyarakat.

Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan
dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima
pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang harus dimiliki



dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh
pemberi dan penerima pelayanan.

Standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi :
. Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan merupakan salah satu dari standar
pelayanan publik. Prosedur pelayanan harus dibakukan bagi pemberi
dan penerima pelayanan publik, termasuk pengaduan sehingga tidak
terjadi permasalahan dikemudian hari. Prosedur pelayanan harus
ditetapkan melalui standar pelayanan minimal, sehingga pihak
penerima pelayanan dapat memahami mekanismenya.

. Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian merupakan salah satu dari standar
pelayanan publik. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat
pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan
termasuk pengaduan. Semakin cepat waktu penyelesaian pelayanan,
maka akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat akan
pelayanan yang diberikan.

. Produk Pelayanan

Produk pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan
publik. Hasil pelayanan akan diterima sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan. Produk pelayanan harus dipahami secara baik,
sehingga memang membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat.

. Biaya Pelayanan

Biaya pelayanan merupakan salah satu dari standar pelayanan
publik. Biaya pelayanan termasuk rinciannya harus ditentukan secara
konsisten dan tidak boleh ada diskriminasi, sebab akan menimbulkan
ketidakpercayaan penerima pelayanan kepada pemberi pelayanan.
Biaya pelayanan ini harus jelas pada setiap jasa pelayanan yang akan
diberikan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan
kecemasan, khususnya kepada pihak atau masyarakat yang kurang
mampu.

. Sarana dan Prasarana



Sarana dan prasarana merupakan salah satu dari standar
pelayanan publik. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang
memadai oleh penyelenggara pelayanan publik sangat menentukan
dan menunjang keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan merupakan salah satu
dari standar pelayanan publik. kompetensi petugas pemberi pelayanan
harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian,
keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan agar pelayanan
yang diberikan bermutu. (Sumber : Buku dalam Penulisan Pengertian
Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Publik :

— Rahardjo Adisasmita, 2009. Pengelolaan Pendapatan dan
Anggaran Daerah. Penerbit PPKED : Makassar)

Sedangkan menurut Moenir (2005:197) menyatakan bahwa agar
layanan dapat memuaskan kepada orang atau sekelompok orang yang
dilayani, maka si pelaku dalam hal ini petugas, harus dapat memenuhi
empat persyaratan pokok, yaitu:

Empat (4) syarat pokok petugas menurut Moenir :

1. Tingkah laku yang sopan
Dengan sopan santun orang merasa dihormati dan dihargai sebagai
layaknya dalam hubungan kemanusian dengan demikian sudah
merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi yang bersangkutan.

2. Cara menyampaikan
Penyampaian sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya
diterima oleh orang yang bersangkutan dan hendaknya
memperhatikan pada prinsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku
untuk menghindari penyampaian yang menyimpang.

3. Waktu penyampaian
Menyampaikan sesuatu hasil olahan yang tepat sangat didambakan
setiap orang yang mempunyai permasalahan.

4. Keramah tamahan
Hanya ada pada layanan lisan baik berhadapan maupun tidak
berhadapan.



Sedangkan standar pelayanan menurut Kasmir (2005: 18-21)
yaitu dasar-dasar pelayanan terdapat sepuluh hal yang harus
diperhatikan agar dapat membuat penerima layanan menjadi aman,
nyaman, dan menyenangkan, antara lain seperti :

1. Berpakaian dan berpenampilan rapi dan bersih;

. Percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyuman;

3. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika
sudah mengenal satu sama lain;

4. Tenang, sopan, hormat, serta tekun mendengarkan sikap

pembicaraan;

Berbicara dengan bahasa yang baik dan benar;

6. Bergairah dalam melayani nasabah dan menunjukkan

N
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kemampuannya;

7. Jangan menyela atau memotong pembicaraan;

Mampu meyakinkan nasabah serta memberikan kepuasan;

9. Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta
bantuan;

10. Bila belum dapat melayani, beritahu kapan akan dilayani.

oo

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli diatas mengenai
standar pelayanan publik yang baik dan memuaskan, maka dapat
disimpulkan bahwa tolak ukur atau standar yang digunakan dalam
sebuah pelayanan publik antara lain berkaitan dengan :

. Keramahan dari penyedia layanan;

. Waktu pelayanan yang jelas dapat dilayani secara cepat, tepat dan
akurat;

Sanggup memberikan pelayanan yang baik dan menyenangkan,;

4. Sopan dalam berperilaku agar dapat saling menghormati satu sama
lain.

N =

W



C. Cara Mengukur Kualitas Pelayanan

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan, di antaranya adalah dengan melakukan
evaluasi dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan secara berkala.
Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan umpan balik dari pelanggan

Banyak cara yang dapat dilakukuan untuk mendapatkan
feedback dari pelanggan, diantaranya seperti mengadakan survei
kepada pelanggan, dan follow up kepada pelanggan setelah
memberikan pelayanan, cara ini dapat dilakukan melalui email.
Cara lainnya adalah uji coba produk kepada pelanggan, aktif di
sosial media, memberikan diskon atau benefit lain kepada
pelanggan atas penghargaan masukan yang telah diberikan,
serta memanfaatkan teknologi untuk memantau perkembangan
usaha seperti melalui website, google analytics, dan lain
sebagainya.

2. Melakukan evaluasi perusahaan
Cara-cara yang dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi
diantaranya adalah melalui survei dengan cara berfokus pada
hal-hal yang paling penting untuk diketahui. Survei dapat
dilakukan untuk mengetahui rasa empati atau kepedulian
kepada pelanggan, mengukur tingkat kemampuan suatu
perusahaan terkait kehandalan dan cepat tanggap, serta
mengetahui pelayanan dan kualitas produk berdasarkan
pengalaman konsumen secara langsung seperti fungsi produk,
tingkat kebersihan, penampilan karwayan, dan lain sebagainya.

3. Memperbaiki pelayanan perusahaan
Memperbaiki kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara
memberikan standar pelayanan perusahaan yang jelas kepada
karyawan, melatih karyawan agar menjadi seseorang yang
bertanggung jawab, cepat tanggap, dan memiliki etos kerja yang
tinggi. Jika memungkinkan, dapat dengan memberikan bonus
kepada karyawan yang berprestasi. Selain itu, memberikan
kemudahan kepada pelanggan dalam  menyampaikan
masukannya adalah hal yang perlu untuk dilakukan. Namun
akan lebih baik apabila semua usaha perbaikan kualitas
pelayanan perusahaan ini agar dilakukan secara berkelanjutan.
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